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ABSTRAK
This study aims to identify and acquire empirical evidence of how the influence of active addiction, professional skills and experience in the tax authorities of tax arrears. The population used in this study is the tax on KPP Pratama Jakarta Cilandak. The data obtained in this study through questionnaires completed by a sample of 55 tax authorities. The analysis method used in this research is multiple linear regression. Based on the results of research conducted in the statistical analysis showed that the drug is active in influencing the disbursement of tax arrears, as a result of the t test statistics show that t> t (3,385> 2,004) and significantly greater levels of the real level (0.001 <0.05). The variable does not affect the ability of a professional in the disbursement of tax arrears, as a result of the t test statistics show that t <t (- 0,062 <2,004) and significantly greater levels of the real level (0.951> 0.05). And experience variables affect the tax authorities in tax arrears, as a result of the t test statistics show that t> t (2,358> 2,004) and significantly greater levels of the real level (0.022 <0.05). The simultaneous collection of active, professional skills and experience in the tax effect of tax arrears, because test results showed that f t> t (12,895> 2,786) and significantly greater levels of the real level (0.000 <0.05).
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PENDAHULUAN
Tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagai akibat dari penerbitan kohir (ketetapan pajak) dalam kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan verifikasi, atau dari penerbitan putusan keberatan dan banding perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor  28  Tahun 2007). Tunggakan pajak seharusnya dilunasi tepat waktu oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, kenyataan yang terjadi banyak wajib pajak yang tidak mau membayar utang pajaknya dan bahkan melakukan upaya penghindaran pajak (tax avoidance). Hal inilah akan mengakibatkan tunggakan pajak terus bertambah setiap tahun. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut DJP terus berupaya meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) melalui kegiatan penagihan pajak baik secara pasif maupun aktif.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan pajak terdiri dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparatur perpajakan dalam rangka mencairkan tunggakan pajak. Penagihan pajak ini meliputi beberapa tahapan yang meliputi: penyampaian surat teguran, penyampaian Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melaksanaan Penyitaan (SPMP), dan pelaksanaan lelang atas barang sitaan untuk melunasi hutang-hutang pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Tindakan penagihan pajak ini merupakan wujud tindakan penegakan hukum (law enforcement).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut mulai dari penagihan aktif sampai pelelangan atas harta Wajib Pajak, bahkan upaya sandera. Pencairan tunggakan pajak merupakan salah satu bagian dari upaya Dirjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dapat ditingkatkan lagi jika tunggakan tersebut dapat dicairkan (Ida & Sih, 2011). Menurut Gunadi (2004:116) pada akhirnya tolok ukur dari sistem perpajakan yang bagaimanapun akan dinilai dari besar kecilnya pemasukan uang pajak ke kas negara, baik yang dibayar secara sukarela (voluntary compliance) oleh Wajib Pajak maupun yang dipungut oleh petugas pajak melalui tindakan aktif penagihan pajak. Pencairan tunggakan pajak diindikasikan karena kurang efektifnya tindakan-tindakan penagihan hukum (tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak), serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang kurang mendukung dan berkepanjangan ikut mempengaruhi jumlah wajib pajak yang tidak mampu melunasi kewajiban atau utang pajaknya.

Keberhasilan penagihan sangat didukung oleh profesionalisme dan pengalaman yang dimiliki seorang fiskus (Ayuningtyas, 2010). Dengan adanya kemampuan profesional dan pengalaman yang dimiliki fiskus tersebut dapat menunjukan suatu pelakasanaan kegiatan penagihan dapat berjalan dengan lancar karena fiskus tersebut mempunyai latar belakang pendidikan, pengetahuan dan pelatihan (Paseleng, 2013). Sehingga fiskus dapat melaksanakan kegiatan penagihan berdasarkan utang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak dan tunggakan wajib pajak dapat terselesaikan.

Melihat pentingnya peran aparatur pajak dalam penerimaan pajak, maka aparatur pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan dibidang perpajakan (Ningsih, 2008). Pengetahuan tersebut salah satunya dilihat dari pendidikan yang ditempuh oleh fiskus. Selain itu pengalaman kerja aparatur pajak juga mempengaruhi pertambahan pengetahuan aparatur pajak dengan melihat jangka waktu bekerja. Semakin lama pengalaman kerja yang dimiliki aparatur pajak maka akan semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan dari lingkungan kerja mereka. Aspek lain yang dapat mendukung atau menunjang pengetahuan aparatur pajak tentang pelaksanaan penagihan adalah Pelatihan. Pelatihan dalam pembahasan penelitian ini dikhususkan pada tax training (pelatihan pajak) yang di ikuti oleh aparatur pajak.

Menurut Puspaningsih (2004), pengalaman kerja seseorang menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan seseorang dan memberikan peluang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil seseorang dalam melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pula pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan tindakan penagihan pajak pengalaman fiskus berperan penting karena semakin banyak pengetahuan aparatur pajak (fiskus) tentang  penagihan semakin banyak pula pengalaman terhadap kinerja fiskus terebut.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu (Ningsih, 2008).  (Ayuningtyas, 2010, Paseleng, 2013) penagihan aktif, kemampuan profesional dan pengalaman fiskus dalam pencairan tunggakan pajak menujukan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Mala dkk (2012) mengatakan bahwa jumlah Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh KPP mempunyai pengaruh terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Dari hasil uji parsial diketahui bahwa tindakan Penagihan Aktif mempengaruhi jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan. 

Penelitian (Ningsih, 2008, Ayuningtyas, 2010, Paseleng, 2013) terkait dengan profesionalisme pemeriksa pajak, kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan, mengatakan bahwa ada pengaruh yang searah antara profesionalisme pemeriksa pajak  dengan  komitmen organisasi, yang dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,004 (signifikan pada level 5%). Profesionalisme berhubungan positif terhadap komitmen organisasi, dimana untuk meningkatkan komitmen organisasional perusahaan harus mengembangkan profesionalisme kerja dengan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan diri melalui program pelatihan dan berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. 

Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Selain itu kemampuan profesional dan pengalaman harus dimiliki fiskus untuk melakukan suatu kegiatan penagihan. Peranan profesionalisme fiskus sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan fiskus yang tercermin melalui perilakunya dalam melaksnakan pekerjaannya. Fiskus yang berpengalaman lebih berkualitas dalam melaksanakan pekerjaan sekaligus tanggung jawab yang diberikan. Maka dari itu pengalaman kerja mempunyai manfaat bagi perusahaan maupun karyawan.
LANDASAN TEORI
Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan tarif yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007). Pada umumnya yang berhutang pajak ini terdiri dari seseorang tertentu, namun ada kalanya ditentukan dalam undang-undang pajak bahwa disamping orang-orang tertentu ini, ada orang (pihak lain) yang ditunjuk untuk turut bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak ini. Sumitro sebagaimana dikutip Priantara (2012:63), utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus karena negara (kreditur) terkait dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata hal ini terjadi mengingat utang pajak lahir karena Undang-undang.       Sedangkan menurut Ketentuan Perpajakan Indonesia sebagaimana dikutip Siahaan (2004:122) bahwa utang pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat 8 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan diatas, dapat diikhtisarkan bahwa pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu utang pajak memiliki sifat memaksa yaitu pelunasan utang pajak dapat dipaksakan secara langsung oleh negara terhadap wajib pajak karena utang pajak lahir berdasarkan Undang-undang.

Penyebab timbulnya utang perdata (utang biasa) umumnya karena adanya perikatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Timbulnya utang pajak menurut ajaran formal karena adanya surat ketetapan pajak yang diterapkan oleh pemerintah karena menggunakan Official Assessment System. Sedangkan menurut ajaran material utang pajak timbul karena Undang-undang yang berlaku atau penerapan Self Assessment System di Indonesia. Utang pajak timbul jika Undang-undang yang menjadi dasar pemungutannya telah ada dan telah dipenuhi syarat-syarat subjek dan objektifnya ditentukan oleh Undang-undang. Untuk mengetahui lebih jauh tentang timbulnya utang pajak maka perlu penguraian lebih mendalam tentang timbulnya utang pajak. Menurut Mardiasmo (2009:8), ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu ajaran material dan ajaran formil. (1) Ajaran materiil, bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Ajaran ini konsisten dengan penerapan Self Assessment System. (2) Ajaran formil, bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan Official Assessment System.

Utang pajak dapat dihapuskan disebabkan karena wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris, wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi, ataupun disebabkan hak untuk melakukan penagihan sudah lewat waktu (daluwarsa). Umumnya berakhirnya utang pajak karena dibayar atau dilunasi. Berakhirnya utang pajak merupakan salah satu tujuan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Menurut Suandy (2008:128) utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal seperti pembayaran, kompensasi, daluwarsa, penghapusan utang, dan pembebasan.

Penagihan Pajak
Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka perlu dilakukan tindakan penagihan pajak yang efektif kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak. Kewajiban-kewajiban yang timbul dalam pajak harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk membayar pajak. Hanya saja tidak semua wajib pajak membayar pajak tepat pada waktunya sehingga menimbulkan masalah yaitu adanya tunggakan pajak yang berarti wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban dengan semestinya sehingga tindakan penagihan pajak diterapkan agar pihak yang berhutang segera melunasi utang pajak dan tidak merugikan pihak berpiutang. 

Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam pelaksanaaanya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajak (Waluyo, 2008:102). Agar dipatuhinya Undang-undang yang telah ditetapkan, maka perlunya tindakan penagihan pajak . Untuk pemahaman yang lebih mendalam dibawah ini penjelasan mengenai penagihan pajak, penagihan pajak pasif dan aktif, prosedur penagihan pajak, juru sita dan tunggakan pajak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat 9 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, menjual barang-barang yang telah disita (Ilyas dan Burton, 2004:188). Sedangkan menurut Rusjdi (2007:17) bahwa Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Dalam pelaksanaan penagihan pajak guna mencairkan tunggakan pajak terhadap penerimaan negara. Terdapat tahapan dalam penagihan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu penagihan secara pasif dan penagihan secara aktif.       Terkait dengan penjelasan tersebut tentang penagihan pajak antara lain dikemukakan oleh Suandy (2000:109) yang mengatakan bahwa penagihan pajak dibagi dua yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pajak pasif dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Tambahan (SKPKB), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Sedangkan penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Surat teguran sebagai awal tindakan penagihan aktif diterbitkan apabila jumlah utang pajak yang terutang dalam ketetapan pajak diatas tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Pelaksanaan penagihan aktif berlangsung selama 58 hari. Berdasarkan uraian diatas tentang penagihan pajak pasif dan aktif, maka dapat diikhtisarkan bahwa suatu penagihan pajak dapat dilakukan dengan proses penagihan pasif yang didasarkan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat-surat diatas wajib pajak belum melunasi utang pajaknya yang tertera pada masing-masing surat, maka kepadanya akan dilakukan penagihan pajak aktif. Surat teguran sebagai awal tindakan penagihan aktif diterbitkan apabila jumlah utang pajak yang terutang dalam ketetapan pajak diatas tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu mencari hubungan antar variabel yang diteliti. Pengumpulan data bersifat  kuesioner dalam skala Likert. Sedangkan teknik penelitian ini bersifat asosiatif dengan penyebaran kuesioner oleh peneliti kepada responden untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh antar variabel. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program software, yaitu SPSS versi 20 (Statistical Program for Social Science). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fiskus pada KPP Pratama Jakarta Cilandak sebanyak 55 fiskus. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Uji kualitas data digunakan untuk menguji kualitas data dari kuesioner yang diolah yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Valid jika terdapat korelasi yang signifikan yang ditunjukan dengan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 dan sebaliknya suatu butir pertanyaan adalah tidak valid jika nilai signifikansinya melebihi 0,05. Sedangkan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu, dalam hal ini teknik yang digunakan adalah teknik Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2005:88).

Uji Hipotesis
Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun observasi (tidak terkontrol). Langkah langkah pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah melakukan uji parsial, uji simultan dan koefisien determinasi. 
a.	Analisis Regresi Linier berganda





Y 	= pencairan tunggakan pajak
 	= kostanta
1 	= koefisien penagihan aktif
2 	= koefisien kemampuan profesional
3 	= koefisien pengalaman fiskus
X1 	= penagihan aktif
X2 	= kemampuan profesional
X3 	= pengalaman fiskus
e 	= error yang ditolerir (5%)

b.	Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Jika Koefisien Determinasi (R2) semakin besar (mendekati satu) menunjukkan semakin baik kemampuan variabel X menerangkan variabel Y dimana 0 < R2 < 1. Sebaliknya, jika R2 semakin kecil (mendekati nol), maka akan dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas adalah kecil terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terkait.
c.	Uji Parsial (t-test)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara parsial (individual) terhadap variasi variabel dependen. Kriteria pengujiannya adalah: 
Ho : b1 = 0, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. 
Ha : b1 ≠ 0, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
Kriteria pengambilan keputusan adalah Ho diterima jika t hitung < t tabel pada  = 5% dan Ha ditolak jika t hitung > t tabel pada  = 5% 
d.	Uji Simultan (f-test)
Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria pengujiannya adalah: 
Ho  : b1, b2, b3 = 0,  artinya secara serentak tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Ha  : b1, b2, b3 ≠ 0,  artinya secara serentak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Kriteria pengambilan keputusannya adalah Ho diterima jika f hitung < f tabel pada  = 5% dan Ha ditolak jika f hitung > f tabel pada  = 5%.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Uji Regresi Linear Berganda 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda (multiple regression analysis). Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terkait baik secara parsial maupun simultan. Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 1








a. Dependent Variable: PTP
 Sumber: Data Primer Diolah
Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda adalah:
Y = 11,105 + 0,468X1 – 0,008X2 + 0,284X3
Angkat–angka yang dihasilkan dari model diatas dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 11,105 artinya tanpa adanya variabel penagihan aktif, kemapuan professional dan pengalaman fiskus yang diharapkan maka nilai pencairan tunggakan pajak telah mencapai 11,105 kali. Nilai koefisien penagihan aktif adalah sebesar 0,468 menunjukkan hasil yang positif yang berarti setiap kenaikan penagihan aktif yaitu sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 0,468. Nilai koefisien kemampuan profesional bernilai positif sebesar - 0,008 menunjukkan setiap peningkatan sebesar 1% nilai kemampuan profesional akan meningkatkan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar - 0,008. Nilai koefisien pengalaman fiskus bernilai positif sebesar 0,284 menunjukkan setiap peningkatan sebesar 1% nilai pengalaman fiskus akan meningkatkan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 0,284. 

Uji Koefisien Determinasi (R2)
 Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan variabel bebas (independen) yaitu penagihan aktif, kemampuan professional dan pengalaman fiskus secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (dependen). Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,657a	,431	,398	2,490
a. Predictors: (Constant), KP, PF, PA







Uji Statistik Parsial (t–test)
Tabel 3








a. Dependent Variable: PTP
Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan table 3 diatas output coefficients, terlihat bahwa variabel penagihan aktif, maka uji t atau uji secara individu atau parsial dengan melihat nilai signifikan sebesar 0,001. Hal ini berarti Ho ditolak karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ( < 0,05) dan thitung lebih besar dari ttabel (3,385 > 2,004) sehingga Ho ditolak Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa dengan uji t berpengaruh yang signifikan antara penagihan aktif secara parsial dalam pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan variabel kemampuan profesional, maka uji t atau uji secara individu atau parsial dengan melihat nilai signifikan sebesar - 0,008. Hal ini berarti Ho diterima karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ( > 0,05) dan thitung lebih kecil dari ttabel (- 0,062 < 2,004) sehingga Ho diterima Ha ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa dengan uji t tidak berpengaruh yang signifikan antara kemampuan profesional secara parsial dalam pencairan tunggakan pajak. 

Sedangkan untuk variabel pengalaman fiskus, maka uji t atau uji secara individu atau parsial dengan melihat nilai signifikan sebesar 0,284. Hal ini berarti Ho ditolak karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ( < 0,05) dan thitung lebih besar dari ttabel (2,358 > 2,004) sehingga Ho ditolak Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa dengan uji t berpengaruh yang signifikan antara pegalaman fiskus secara parsial dalam pencairan tunggakan pajak.

Uji Statistik Simultan (f-test )
Tabel 4
Hasil Uji Statistik (f–test)
ANOVAa




a. Dependent Variable: PTP
b. Predictors: (Constant), PF, KP, PA
Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan  tabel 4 uji ANOVA (analysis of varians) atau uji f dari pengaruh pelaksanaan penagihan pajak, kemampuan professional dan pengalaman fiskus dalam pencairan tunggakan pajak dengan melihat nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini berarti Ho ditolak karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ( < 0,05) dan Fhitung > Ftabel (12,895 > 2,786) sehingga Ho ditolak Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak, kemampuan professional dan pengalaman fiskus secara bersama-sama berpengaruh (simultan) dalam pencairan tunggakan pajak.

KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan penagihan aktif, kemampuan profesional dan pengalaman fiskus dalam pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa penagihan aktif berpengaruh dan signifikan dalam pencairan tunggakan pajak. Hal ini terlihat bahwa hasil perhitungan variabel penagihan aktif menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel (3,385 > 2,004) dan taraf signifikan variabel penagihan aktif lebih kecil dari tarif nyata (0,001 < 0,05), dimana Ho ditolak Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa dengan uji t berpengaruh dan signifikan antara penagihan aktif secara parsial dalam pencairan tunggakan pajak. 

Selain itu hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa kemampuan profesional tidak berpengaruh signifikan dalam pencairan tunggakan pajak. Karena hasil perhitungan variabel kemampuan profesional menunjukkan thitung lebih kecil dari ttabel (- 0,062 < 2,004) dan taraf signifikan variabel penagihan aktif lebih besar dari tarif nyata (- 0,008 > 0,05), dimana Ho diterima Ha ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa dengan uji t tidak berpengaruh dan signifikan antara kemampuan profesional secara parsial dalam pencairan tunggakan pajak. Kemudian hasil pengujian hipotesis pengalaman fiskus juga membuktikan bahwa pengalaman fiskus berpengaruh dan signifikan dalam pencairan tunggakan pajak. Hasil perhitungan variabel penagihan aktif menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel (2,358 > 2,004) dan taraf signifikan variabel penagihan aktif lebih kecil dari tarif nyata (0,284 < 0,05), dimana Ho ditolak Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa dengan uji t berpengaruh dan signifikan antara pengalaman fiskus secara parsial dalam pencairan tunggakan pajak. 
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